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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas yang ada di
panti asuhan SR dan bagaimana kesesuaiannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara,
observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan SR telah
menerapkan kelima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian,
tanggung jawab, dan responsivitas dengan baik serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang
berlaku. Panti asuhan SR juga telah menerapkan akuntabilitas horizontal dan vertikal dengan baik
dengan memberi laporan pertanggungjawabannya kepada yayasan, sementara kepada donatur
diberikan bukti kwitansi tetapi apabila donatur meminta laporan pertanggungjawaban atas

donasinya maka akan diberikan juga.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Transparansi

PENDAHULUAN

Panti asuhan atau Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah
suatu lembaga nirlaba dimana lembaga ini
bertujuan menampung, merawat, dan mendidik
anak yatim ataupun yatim piatu. Untuk
mencapai tujuan tersebut suatu lembaga pasti
memerlukan dana untuk melakukan kegiatan
sehari — harinya untuk anak —anak yang mereka
rawat. Dana yang di dapat oleh panti asuhan
bisa di dapat dari institusi seperti sekolahan,
perusahaan, yayasan maupun dari perorangan
yang tergerak hatinya untuk membantu,
nantinya dana ini harus dibuat menjadi suatu
laporan keuangan panti asuhan, dan hal ini
sudah diatur dalam PSAK 45 mengenai laporan
keuangan. Menurut PSAK Nomor 45 laporan
keuangan bertujuan menyediakan informasi
yang relevan untuk memenuhi kepentingan
para penyumbang, anggota entitas nirlaba,
kreditor, dan pihak lain yang menyediakan
sumber daya bagi entitas tersebut. Hal ini sudah
diwajibkan karena donatur yang tetap seperti
perusahaan atau sekolah ingin mengetahui
bagaimana dana bantuan mereka digunakan,
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apakah sudah benar — benar digunakan dengan
benar untuk keperluan panti asuhan atau
digunakan untuk kebutuhan pribadi pengurus
yayasan.

Penelitian ini termasuk explanatory
research karena bertujuan untuk menjelaskan
praktik akuntabilitas yang saat ini diterapkan,
penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, serta
dampak dari praktik tersebut.Penelitian ini akan
menjelaskan apakah pengelolaan keuangan
telah dilakukan secara akuntabel. Penelitian ini
juga akan menjelaskan bentuk akuntabilitas
uang sesuai untuk diterapkan di panti asuhan
SR.

Kristian (2015) melakukan penelitian
Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik
terhadap beberapa organisasi publik antara lain
PDAM Tirtawening, Kementerian Dalam
Negeri, BPKP, Perhutani, BKSDA, dan
Bandung Culinary Night. Di dalam penelitian
tersebut  Kristian menyampaikan bahwa
organisasi sektor publik pada umumpunya
belum mampu menunjukkan penerapan
akuntabilitas secara optimal. Hasil penelitian
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Yuliarti (2014), juga menjelaskan bahwa
laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan
Yabappenatim Jember belum lengkap dalam
pelaksanaan akuntabilitas horizontal. Dalam
penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021)
yang dilakukan pada pemerintah desa diketahui
bahwa transparansi yang diterapkan sudah
cukup baik. Penelitian Chu dan Luke (2021)
pada organisasi non-pemerintah menemukan
bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal
telah diterapkan dengan baik. Aman, Al-Shbail,
dan Mohammed (2013) dalam Kristian (2015)
menyatakan bahwaakuntabilitas sektor publik
perlu untuk dengan cara membaginya menjadi
lima dimensi yaitu transparansi,
pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung
jawab, dan responsivitas.

Berdasarkan hal yang telah saya uraikan
diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian untuk mengevaluasi akuntabilitas di

panti asuhan berdasarkankesesuaian
akuntabilitassektor publik. Menurut
(Adisasmita, 2011) akuntabilitas adalah

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
Kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum,
dan badan organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau wewenang untuk meminta
pertanggungjawaban atau keterangan. Menurut
(Mursyidi, 2013) akuntabilitas  adalah
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada suatu entitas dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas
dapat dibagi ke dalam 2 jenis yaitu akuntabilitas
vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada
atasan maupun bawahan dan horizontal yaitu
ertanggungjawaban kepada pihak yang tidak
memiliki hubungan atasan atau bawahan dalam
organisasi. Aman, Al-Shbail, dan Mohammed
(2013) membagi akuntabilitas sektor publik
menjadi lima dimensi yaitu transparansi,
pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung
jawab, dan responsivitas. Pertama transparansi
yang kemudahan akses untuk mendapat
informasi yang kita perlukan mengenai suatu
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organisasi.  Kedua  pertanggungjawaban,
pertanggungjawaban ditujukan kepada
seseorang atau suatu organisasi bertanggung
jawab atas aktivitas ataupun kinerjanya, serta
memberikan hukuman terhadap tindakan yang
salah dan memberikan apresiasi atau hadiah
terhadap suatu tindakan yang baik. Ketiga
pengendalian, dalam dimensi ini pemangku
kepentingan dapat memastikan  apakah
organisasi publik telah berhasil mencapai misi
nya apakah belum, apakah organisasi tersebut
sudah pada jalur yang tepat dalam mencapai
misinya. Keempat tanggung jawab, tanggung
jawab  berbeda arti dengan  dimensi
pertanggungjawaban, dalam dimensi ini
membahas bahwa suatu organisasi sebaiknya
dibatasi oleh hukum dan aturan, terutama dalam
organisasi publik hukum dan aturan sangat
berguna karena dapat menjadi pengikat
aktivitas yang dilakukan oleh organisasi
tersebut. Kelima responsivitas yang merupakan
salah satu yang terpenting karena dalam
dimensi ini mengatakan bahwa suatu organisasi
sebaiknya berupaya untuk memenuhi harapan
pemangku kepentingan, harapan tersebut
berupa permintaan dan kebutuhan.

Penelitian ~ ini  bermanfaat  bagi
pengembangan akuntabilitas sektor publik di
masa depan agar dimensi sektor publik ini
diketahui penerapannya dalam masing —
masing organisasi sektor publik, tidak hanya
secara keseluruhan karena setiap organisasi
memiliki bentuk yang berbeda dan dapat
bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang
ingin melakukan penelitian lebih mendalam
dengan menjadikan penelitian ini sebagai
referensi atau panduan.

Untuk menjawab pertanyaan utama
peneliti juga melengkapinya dengan beberapa
pertanyaan (mini research question) antara lain:

1. Bagaimana akuntabilitas di panti

asuhan selama ini?

2. Bagaimana kesesuaian dari
penerapan  akuntabilitas  yang
dilakukan  saat ini  dengan

akuntabilitas sektor publik?
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Bagaimana dampak dari penerapan
akuntabilitas yang dilakukan saat ini?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah rancangan
penelitian yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan penelitian yang meliputi jenis
data yang diambil dan teknik yang digunakan
peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti
memilih menggunakan pendekatan kualitatif
dengan tujuan agar lebih mengetahui secara
langsung objek yang akan diteliti secara
mendalam melalui cara wawancara, observasi,
dan analisis dokumen. Metode wawancara yang
akan digunakan oleh peneliti adalah semi
structured dimana metode ini merupakan proses
wawancara dimana panduannya berasal dari
pengembangan  topik  dan pengajuan
pertanyaan, dengan menggunakan metode semi
structured wawancara yang akan dilakukan
akan dilakukan secara lebih rileks dan santai.
Metode observasi peneliti akan menggunakan
metode non partisipasi dimana dalam metode
ini peneliti tidak termasuk dalam kelompok
yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti akan
melakukan observasi terhadap penyusunan
laporan keuangan, pembuatan tanda terima, dan
fasilitas panti asuhan . Analisis dokumen
peneliti akan melakukan analisis terhadap
dokumen laporan keuangan, dokumen voucher,
dokumen daftar tamu, dokumen tanda terima,
daan website.

Pada  triangulasi  peneliti  akan
menggunakan validitas data dalam
pengumpulan data, peneliti akan melakukan
wawancara menggunakan metode semi-

structured dengan tujuan agar wawancara dapat
dilakukan secara rileks dan santai namun tetap
fokus. Agar mendapat data yang dapat
dikatakan valid, peneliti akan membandingkan
data wawancara yang berasal dari minimal dua
sumber yang berbeda jabatan antara lain 1
orang bagian tata usaha/pembukuan, kandidat
pimpinan panti asuhan dan 1 orang donatur.
Selain itu peneliti juga akan membandingkan
hasil wawancara dengan observasi aktivitas
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yang ada seperti penyusunan laporan keuangan,
pembuatan tanda terima donasi, juga fasilitas
yang tersedia di panti asuhan, kemudian
peneliti juga akan membandingkan dengan
analisis dokumen yang berkaitan dengan
wawancara dan observasi yang dilakukan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat
kecocokan atau kekonsistenan hasil
pengumpulan data dari teknik pengumpulan
data yang berbeda. Reliabilitas data, untuk
memperoleh data yang reliabilitas peneliti akan
merekam seluruh wawancara yang akan
dilakukan dengan seizin pihak panti asuhan dan
mendokumentasikan dokumen — dokumen
panti asuhan SR yang akan dianalisis dengan
tujuan  tidak melewatkan setiap  hasil
pengumpulan data agar data yang disajikan
dalam penulisan ini reliable. Pada akhirnya
informasi yang diperoleh akan diolah
berdasarkan teori yang telah dijabarkan pada
bab 11 agar data yang disajikan dapat sesuai dan
dapat diandalkan.  Narasumber  dalam
wawancara, aktivitas dan fasilitas yang
diobservasi dan dokumen yang dianalisis hanya
yang relevan dan terkait dengan fokus
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil pengumpulan data yang
telah dilakukan peneliti mendapat penemuan
antara lain panti asuhan telah menerapkan pada
akuntabilitas vertikal seperti adanya struktur
organisasi yang berfungsi dengan benar sesuai
dengan job description, membayar pajak tepat
waktu, menggunakan dana sesuai dengan
anggaran yang telah disetujui oleh yayasan,
adanya evaluasi setiap akhir bulan membahas
mengenai kinerja karyawan, kegiatan yang
telah  berjalan, kemudian = memberikan
pendidikan, makanan, pakaian, dan
kelengkapan identitas anak. Akuntabilitas
Horizontal, panti asuhan juga memberikan
pertanggungjawaban berupa pemberian bukti
kwitansi kepada donatur, selain itu juga
diberikan laporan pertanggung jawaban atas
donasi apabila donatur meminta, memberikan
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pendidikan, pakaian, makanan, dan
kelengkapan akte, membuat laporan keuangan
sesuai dengan format PSAK 45 dan juga
dilakukan audit.

Panti asuhan juga telah menerapkan
kelima dimensi akuntabilitas menurut Aman,
Al-Shbail, dan Mohammed dengan baik.
Pertama transparansi, panti asuhan menerapkan
beberapa hal sebagai penerapan transparansi
seperti terdapat website, terdapat mading
informasi tentang panti asuhan, terdapat
mading tentang jadwal masuk pekerja, kegiatan
yang akan datang, anjuran cuci tangan, tips
dalam mengasuh anak, dan terdapat pelaporan

keuangan setiap bulan. Kedua
pertanggungjawaban, dalam panti asuhan
penerapannya dilakukan melalui membuatkan
akte lahir, menyekolahkan anak — anak,

membantu membuatkan KIS, terdapat surat
perjanjian yang ditandatangani pekerja terkait
SOP, bekerja sesuai anggaran, dan setiap terjadi
transaksi harus di bubuhi nama atau tanda
tangan pekerja yang melakukan. Ketiga
pengendalian, di panti asuhan pengendalian
juga telah diterapkan dengan rapi dan ketat
dengan melakukan pemisahan jabatan dan
fungsi, terdapat evaluasi setiap akhir bulan atau
setiap triwulan, memasang CCTV,
menyertakan salinan kwitansi pada laporan
keuangan, melakukan audit oleh yayasan,
melakukan arsip salinan kwitansi,dan untuk
rekening panti asuhan tidak boleh di atas nama
kan pribadi. Keempat tanggung jawab, panti
asuhan telah menjalankan panti asuhan sesuai
dengan peraturan pemerintah, implementasi
pada panti asuhan antara lain syarat penerimaan
anak asuh di panti asuhan sesuai dengan
peraturan menteri sosial,melakukan evaluasi
tiap bulan atau triwulan, jenis pendanaan yang
diterima oleh panti asuhan didapat dari donatur,
melengkapi biodata, latar belakang anak asuh,
dan tumbuh kembang seluruh anak asuh.
Kelima dimensi responsivitas, pada panti
asuhan implementasi yang dapat diketahui
antara lain memberikan pendidikan kepada
anak — anak, menyediakan bidan bagi ibu
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hamil, menyediakan obat — obatan jika anak
sakit, dan pemenuhan permintaan yayasan yaitu
pelaporan setiap bulannya.

Karena panti asuhan telah menerapkan
kelima dimensi akuntabilitas dengan optimal
mereka juga mendapat dampak dari penerapan
tersebut antara lain mendapat kepercayaan dari
masyarakat, dampak ini tidak di dapat panti
asuhan secara kebetulan merupakan hasil dari
penerapan akuntabilitas transparansi dan
akuntabilitas pertanggung jawaban terutama
dalam tanggung jawab mengelola keuangan
melalui laporan keuangan bulanan. Dampak
selanjutnya  yaitu  mengurangi  tindak
kecurangan, hal tersebut didukung oleh
pernyataan bagian pembukuan panti asuhan
yang menceritakan bahwa selama tujuh tahun
bekerja di panti asuhan belum pernah ada
tindak kecurangan yang terjadi, hal itu
merupakan keberhasilan panti asuhan dalam
menerapkan  akuntabilitas  pengendalian
berdampak pada minimnya tindak kecurangan
di panti asuhan dan juga bisa berdampak pada
rasa percaya yang di dapat panti asuhan. Karena
panti asuhan merupakan organisasi Yyang
memiliki layanan adopsi maka diperlukan
pekerja yang memiliki latar belakang
pendidikan yang mendukung, kemudian panti
asuhan juga memperlukan pekerja yang
memiliki latar belakang pendidikan yang
menudukung untuk menjadi bidan bagi ibu
hamil yang ada di panti asuhan, hal ini tentunya
membuat panti asuhan juga membuka lapangan
pekerjaan dan membantu mengurangi jumlah
pengangguran, hal ini merupakan dampak dari
penerapan akuntabilitas responsivitas dengan
baik.

Diskusi

Terdapat persamaan dan perbedaan
antara hasil penelitian yang dilakukan peneliti
pada panti asuhan SR jika dibandingkan dengan
hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, antara
lain :

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas

vertikal dapat dibagi menjadi lima vyaitu
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manajerial, program kebijakan, dan keuangan.
Akuntabilitas manajerial pada panti asuhan SR
telah diterapkan secara optimal dengan
membuat struktur organisasi yang jelas,
kemudian jabatan — jabatan yang berfokus pada
satu hal agar tidak ada tumpang tindih dalam
mengemban tugas yang akhirnya kegiatan di
panti asuhan tidak berjalan dengan lancar, hal
tersebut sesuai dengan penjelasan Mahmudi
(2013) mengenai akuntabilitas manajerial yaitu
pertanggung jawaban lembaga publik untuk
melakukan pengelolaan organisasi secara
efektif dan efisien serta bagaimana respon
organisasi terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas program pada panti
asuhan SR juga telah diterapkan dengan
optimal yaitu dengan melakukan evaluasi setiap
akhir bulan atau setiap triwulan untuk
membahas bagaimana kinerja pekerja selama
bulan berjalan, bagaimana kegiatan yang telah
dijalankan, seberapa banyak dana yang telah
digunakan, dan seberapa banyak dana yang
dibutuhkan untuk bulan —bulan selanjutnya, hal
ini sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013)
yaitu akuntabilitas program berkaitan dengan
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi
telah memikirkan program alternatif yang
dapat memberikan hasil yang optimal tetapi
dengan biaya yang minim.

Akuntabilitas kebijakan juga telah
diterapkan dengan optimal yaitu dengan
menerima pelamar kerja yang benar — benar
memiliki latar belakang pendidikan sesuai
dengan yang diinginkan, contohnya bagian
adopsi tentu yang harus memiliki latar belakang
pendidikan pekerja sosial dan memiliki
kualifikasi untuk bekerja dalam bidang
pelayanan anak agar saat ada proses adopsi
panti asuhan tidak menyalahi peraturan yang
berlaku, kemudian menyediakan bidan bagi ibu
hamil agar saat ada keluhan secara tiba — tiba
bidan dapat melakukan pemeriksaan dahulu.
Artinya kebijakan panti asuhan SR sesuai
dengan penjelasan Mahmudi (2013) yaitu
dengan pertanggungjawaban lembaga publik
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atas kebijakan — kebijakan yang diambil, dan
mempertimbangkan kebijakan yang diambil
dengan resiko di masa depan.

Akuntabilitas keuangan juga telah
diterapkan secara optimal dengan adanya
anggaran keuangan yang berfungsi agar saat
panti asuhan menerima dana dari donatur dapat
langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan
yang sesuai, selain itu panti asuhan SR juga
melakukan evaluasi terhadap penggunaan
keuangan mereka agar seluruh pekerja di panti
asuhan SR mengetahui bagaimana penggunaan
dana pada bulan — bulan yang telah dijalani,
sebagai contoh dana digunakan untuk membeli
sandal untuk anak —anak, membayar perawatan
ibu hamil, untuk membeli makanan yang sehat
untuk anak — anak. Artinya temuan tersebut
sesuai dengan penjelasan Mahmudi (2013)
yaitu pertanggungjawaban lembaga sosial
dalam menggunakan uang publik secara efektif,
efisien, tidak boros, dan tidak terjadi korupsi.

Panti asuhan juga rutin membayarkan
pajaknya, hanya untuk pembayaran dilakukan
oleh yayasan karena NPWP panti asuhan
menjadi satu dengan NPWP yayasan, tetapi
untuk kendaraan yang digunakan oleh panti
asuhan pajaknya dibayarkan langsung oleh
pihak panti asuhan, selain itu panti asuhan juga
selalu memperbaharui izin — izin yang
diperlukan seperti izin pendirian atau izin
bangunan, kemudian dilakukan akreditasi, dan
panti asuhan terbuka terhadap kunjungan dinas
sosial. Artinya panti asuhan juga telah optimal
dalam bentuk pertanggungjawaban kepada
pemerintah dan dinas sosial sebagaimana
disampaikan olen Mahmudi (2013) vyaitu
akuntabilitas vertikal adalah jenis akuntablitas
yang memberi tanggung jawab kepada otoritas
yang lebih tinggi, otoritas lebih tinggi seperti
misalnya kepada pemerintah, bupati atau
walikota, CEO perusahaan, yayasan, dan lain
lain

Jenis akuntabilitas yang kedua yaitu
akuntabilitas horizontal, panti asuhan juga telah
menerapkannya secara optimal contohnya
memberikan bukti kwitansi terhadap donatur,
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kemudian apabila donatur ingin mendapat
laporan pertanggung jawaban atas donasi nya
maka panti asuhan juga akan memberikan.
Pertanggung jawaban juga diberikan kepada
anak asuh dan ibu hamil, kepada anak asuh
panti asuhan  memberikan  pendidikan,
kelengkapan identitas, makanan, dan pakaian
yang layak, sementara kepada ibu hamil panti
asuhan menyediakan bidan untuk merawat ibu
hamil ketika ada keluhan. Hal — hal tersebut
menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas
horizontal sudah sesuai dengan penjelasan
Mahmudi (2013) yaitu akuntabilitas horizontal
adalah jenis akuntabilitas yang  memberi
tanggung jawab kepada sosial atau terhadap
lembaga lain yang tidak memiliki hubungan
atasan dengan bawahan, selain itu juga telah
sesuai dengan aturan Menteri Sosial mengenai
fungsi pelaksanaan pengasuhan anak. Pada
penelitian Chu dan Luke diketahui bahwa
organisasi non-pemerintah menerapkan strategi
‘bekerja dengan’ donatur untuk mendapat
sinergi yang sejati daripada ‘bekerja di sekitar’
persyaratan donatur, dan penerapan strategi ini
secara efektif sejajar ke atas, ke dalam, dan ke
bawah. Dalam temuan tersebut juga di dapati
pergeseran arah dalam akuntabilitas organisasi
non-pemerintah yaitu dengan berfokus pada
pendekatan yang selaras dengan donatur dan
memfasilitasi peran aktif untuk penerima
manfaat. Hal tersebut artinya organisasai non-
pemerintah telah menerapkan akuntabilitas
vertikal dengann baik dan organisasi non-
pemerintah juga menyadari bahwa
akuntabilitas horizontal juga penting dan
mereka pun melakukan pergeseran kea rah
korizontal untuk menjaga donatur mereka dan
pihak — pihak yang bekerjasama.

Pada panti asuhan juga dilakukan audit
secara rutin dari yayasan terhadap keuangan,
pelayanan, dan Kinerja karyawan agar tidak
melenceng dari visi dan misi, kemudian untuk
pelaporan keuangan panti asuhan juga telah
menyusun sesuai dengan aturan PSAK 45.
Artinya panti asuhan telah sesuai dengan
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peraturan pemerintah terkait format laporan
keuangan organisasi sosial.

Pada penelitian terhadap panti asuhan
SR dapat disimpulkan bahwa penerapan
transparansi telah dilakukan cukup optimal, hal
tersebut dapat dilihat dengan banyaknya
informasi yang disediakan oleh panti asuhan
melalui mading, selebaran, website yayasan,
maupun melalui penjelasan yang di dapat
donatur ketika berdonasi. Temuan ini sesuai
dengan kata kunci yang dijelaskan oleh Aman
yaitu bahwa sebuah organisasi mengungkapkan
fakta — fakta tentang kinerjanya.Temuan tidak
sesuai dengan hasil penelitian Yuliarti (2014)
dimana pada panti asuhan obyek penelitiannya
tidak terdapat penjelasan tentang pelayanan
yang dilakukan, walaupun mereka tetap terbuka
dalam hal pengelolaan dana dengan
menyebarkan proposal melalui petugas atau
pekerja yang ditunjuk, dan mereka tetap
membuat laporan keuangan bulanan walaupun
komponen — komponen di dalamnya tidak
lengkap karena keterbatasan dana dan SDM.
Dengan  temuan  tersebut  disimpulkan
penerapan dimensi transparansi pada objek
penelitian Yuliarti (2014) tidak berjalan dengan
optimal. Hasil temuan ini juga tidak sesuai
dengan hasil temuan penelitian Kristian (2013)
yang menyatakan bahwa di organisasi
penelitiannya, penerapan dimensi transparansi
belum optimal. Pada penelitian Sofyani,
Pratolo, dan Saleh (2021) pada pemerintahan
desa diketahui bahwa pemerintahan desa selalu
memberikan laporan keuangan dan Kinerja
melalui berbagai media, antara lain website
pemerintah desa, baliho dan lisan di acara-acara
masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori
Aman terkait dimensi transparansi karena
pemerintah  desa mampu  menunjukkan
kinerjanya kepada publik.

Dimensi  pertanggungjawaban panti
asuhan SR juga dapat dikatakan telah optimal,
hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sistem
hukuman juga dari pihak panti asuhan maupun
yayasan terhadap pekerja yang melakukan
tindakan yang salah, kemudian karena panti
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asuhan telah berkomitmen untuk melayani
dalam bidang anak — anak yang baru lahir maka
mereka juga selalu membuatkan anak — anak
akte lahir, panti asuhan selalu memberi yang
terbaik bagi anak — anak maupun ibu hamil
yang dirawat, kemudian terhadap pekerja yang
baru masuk bekerja di panti asuhan selalu diberi
surat perjanjian kerja sehingga pekerja panti
asuhan selalu bekerja sesuai aturan, kemudian
mempertanggungjawabkan setiap transaksi
yang dilakukan contohnya ketika membeli
bahan dapur atau bahan makan maka
penanggungjawab yang melakukan transaksi
akan menandatangani bukti belanja beserta
nama terang agar bila ada kesalahan atau
kecuragan nama yang ada di bukti belanja bisa
mempertanggugjawabkannya, kemudian panti
asuhan pun selalu membuat laporan keuangan
bulanan dan selalu diserahkan kepada yayasan
sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal
tersebut sejalan Aman, Al-Shbail, dan
Mohammed (2013). Pada penelitian Yuliarti
(2014) dimensi pertanggung jawaban ini dapat
dikatakan belum optimal tetapi telah diterapkan
yaitu dangan adanya laporan keuangan yang
telah disusun sesuai dengan PSAK 45 hanya
saja komponen yang ada tidak lengkap dan
tidak ada Catatan Atas Laporan Keuangan yang
disertakan. Pada penelitian Kristian (2013)
hasil temuan tidak sesuai karena penerapan
dimensi pertanggungjawabannya tidak optimal.
Pada penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh
(2021) tidak diketahui bagaimana bentuk
pertanggugjawaban Kinerjanya, tetapi karena
pemerintah desa menerapkan transparansinya
dengan baik maka dapat dikatakan bahwa
pertanggungjawabannya juga telah diterapkan
dengan baik.

Dimensi ketiga vyaitu pengendalian
panti asuhan SR dapat dikatakan optimal sesuai
Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013)
karena di dalam panti asuhan pengendalian
cukup dilakukan dengan ketat sehingga tidak
ada kecurangan, hal —hal yang dilakukan antara
lain seperti pemisahan jabatan dan fungsi,
terdapat evaluasi setiap akhir bulan atau setiap
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triwulan, memasang CCTV, menyertakan
salinan kwitansi pada laporan keuangan,
dilakukan audit oleh yayasan, mengarsip
salinan kwitansi penerimaan donasi,, dan
rekening panti asuhan tidak boleh di atas nama
kan pribadi. Dengan beberapa cara yang telah
dilakukan panti asuhan tersebut tentu cukup
untuk menjawab keraguan kita terhadap
bagaimana pengendalian panti asuhan ini baik
terhadap keuangannya maupun pelayanannya,
hal ini telah sesuai dengan pertanyaan
determinan yang disampaikan oleh Aman, Al-
Shbail, dan Mohammed (2013) yaitu
organisasi telah melakukan apa yang
diharapkan, tentunya diharapkan oleh pihak
yayasan dan masyarakat atau donatur. Hal ini
tidak sesuai dengan penelitian Yuliarti (2014).
Panti asuhan yang menjadi obyek penelitiannya
tidak diaudit laporan keuangannya.Bendahara
diberi kepercayaan penuh untuk mengatur
keuangan, dan jabatan yang ada di objek
Yuliarti (2014) tidak berfungsi atau dengan kata
lain hanya formalitas belaka. Ketidak sesuaian
juga ada pada hasil temuan Kristian (2013),
penerapan pengendaliannya kurang optimal.
Tidak optimal karena adanya tumpang tindih
kewenangan antara Inspektorat dengan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Di dalam penelitian Sofyani, Pratolo,
dan Saleh (2021) diketahui bahwa pemerintah
desa mengikutsertakan aktivis — aktivis
masyarakat dalam menunjukkan rencana dan
laporan keuangan yang akurat, hal tersebut
artinya penerapan dimensi pengendalian telah
dilakukan dengan baik serta sesuai dengan teori
yang telah disampaikan oleh Aman.

Dimensi keempat yaitu tanggung jawab,
pada penelitian ini hasil temuannya yaitu dapat
dikatakan optimal sesuai Aman, Al-Shbail, dan
Mohammed (2013) antara lain seperti alasan
panti asuhan menerima anak — anak untuk di
asuh di panti asuhan, melakukan evaluasi tiap
bulan atau triwulan, jenis pendanaan yang
diterima oleh panti asuhan, melengkapi biodata,
latar belakang anak asuh, dan tumbuh kembang
seluruh anak asuh. Hal — hal yang dilakukan
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oleh panti asuhan SR sesuai dengan aturan —
aturan pemerintah yang berlaku bagi organisasi
publik ataupun LKSA, artinya penerapan
dimensi tanggung jawab panti asuhan SR telah
sesuai dengan pertanyaan determinan dari
Aman, Al-Shbail, dan Mohammed
(2013) yaitu bahwa organisasi telah mengikuti
aturan yang berlaku. Ketidak sesuaian hasil
temuan terdapat pada hasil penelitian Yuliarti
(2014) karena melalui hasil temuannya dapat
dikatakan bahwa penerapan dimensi tanggung
jawab belum seluruhnya optimal, hal tersebut
karena laporan keuangan yang dibuat tidak
lengkap, kemudian juga tidak dijelaskan
apakah anak — anak yang ada di panti asuhan
memiliki akte lahir, kemudian apakah diberi
pendidikan, ataupun  memiliki  jaminan
kesehatan. Jika dibandingkan dengan hasil
temuan peneltiian Kristian (2013) juga dapat
dikatakan tidak sesuai karena melalui hasil
temuannya yaitu terdapat dua undang — undang
terkait pengelolaan kehutanan, hal tersebut
menyebabkan kebingungan bagi organisasi
untuk menunjukkan tanggung jawabnya,
artinya penerapan dimensi tanggung jawab
pada undang — undang kehutanan belum
optimal. Di dalam Penelitian Sofyani, Pratolo,
dan Saleh (2021) diketahui bahwa pemerintah
desa memberikan pendidikan kepada staff nya
yang tidak memiliki pendidikan sarjana, hal ini
merupakan salah satu contoh tanggung jawab
pemerintah desa dalam pemenuhan standar
yang berlaku bagi pemerintah desa.

Dimensi  kelima ada  dimensi
responsivitas, pada panti asuhan SR dapat
dikatakan bahwa penerapannya telah optimal.
Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil temuan
antara lain yaitu memberikan pendidikan
kepada anak — anak, menyediakan bidan bagi
ibu hamil, menyediakan obat — obatan jika anak
sakit, dan pemenuhan permintaan yayasan yaitu
pelaporan setiap bulannya. Temuan ini sesuai
dengan pertanyaan Aman, Al-Shbail, dan
Mohammed (2013) yaitu bahwa organisasi
telah memenuhi harapan substantif yang
disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan
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permintaan. Jika dibandingkan dengan hasil
temuan Yuliarti (2014) juga terdapat
kesesuaian antara lain mereka membuat laporan
keuangan yang dibuat sesuai PSAK 45 yang
diserahkan kepada yayasannya, kemudian
penggunaan dana yang dimiliki digunakan
untuk pendidikan, bantuan kesehatan, dan
bantuan modal kerja. Jika dibandingkan dengan
hasil penelitian Kristian (2013) terdapat ketidak
sesuaian karena pada hasil penelitian terhadap
Bandung Culinary Night ditemukan bahwa
terdapat tumpukan sampah yang menggunung
sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan
dimensi responsivitas belum ada. Hasil
penelitian Sofyani, Pratolo, dan Saleh (2021)
diketahui  bahwa masyarakat —memiliki
kepercayaan terhadap transparansi pemerintah
desa karena hak mereka terpenuhi, Hal tersebut
menandakan bahwa pemerintah desa telah
menerapkan dimensi responsivitasnya dengan
baik karena menyadari bahwa transparansi
sangat  penting untuk  meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan serta
masyarakat. Hasil temuan tersebut sejalan
dengan teori yang disampaikan oleh Aman
yaitu organisasi telah memberikan respon
terhadap keinginan pihak - pihak yang
berkepentingan.

Dari penjabaran hasil diskusi dapat
diketahui bahwa panti asuhan telah menerapkan
akuntabilitas sektor publik sesuai dengan
pertanyaan  kunci  determinan  dimensi
akuntabilitas sektor publik menurut Aman, Al-
Shbail, dan Mohammed sebagai berikut
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Dimensi Akuntabilitas

Pertanyaan Kunci Determinan

1  Transparansi
2 Pertanggungan jawab
3  Pengendalian

4 Tanggung jawab
5  Responsivitas

Apakah organisasi mengungkapkan fakta-fakta
tentang kinerjanya?

Apakah organisasi menghadapi konsekuensi atas
kinerjanya?

Apakah  organisasi
diharapkan?

Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku?
Apakah organisasi memenuhi harapan substantif
yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan

permintaan?

melakukan  apa  yang

Gambar 1. Pertanyaan kunci determinan
dimensi akuntabilitas sektor publik menurut Aman, Al-
Shbail, dan Mohammed.

KESIMPULAN

Melalui hasil dan diskusi penelitian,
peneliti menemukan beberapa inti melalui hasil
interview, observasi tempat, dan analisis
dokumen yang ada pada panti asuhan SR maka
dapat disimpulkan Penerapan akuntabilitas
horizontal dan vertikal sudah optimal.
Penerapan lima dimensi akuntabilitas sektor
publik telah diterapkan secara optimal dan
sesuai dengan pertanyaan kunci determinan
dimensi akuntabilitas sektor publik menurut
Aman, Al-Shbail, dan Mohammed. Alasan
diterapkannya akuntabilitas pada panti asuhan
SR karena mereka merupakan badan organisasi
yang memiliki yayasan, maka dari itu
semuanya yang terjadi di panti asuhan harus di
informasikan  kepada yayasan.  Alasan
diterapkannya akuntabilitas pada panti asuhan
SR karena mereka merupakan badan organisasi
yang memiliki yayasan, maka dari itu
semuanya yang terjadi di panti asuhan harus di
informasikan kepada yayasan. Dampak dari

penerapan akuntabilitas adalah mendapat
kepercayaan dari masyarakat, membantu
masyarakat yang mencari pekerjaan, dan

eksistensi yang lama.

Kelebihan penelitian ini yaitu berfokus
pada satu jenis organisasi dan tidak hanya
membahas mengenai akuntabilitas horizontal
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dan vertikal tetapi juga akuntabilitas sektor
publik secara mendetail. Kekurangan dan
keterbatasan peneliti antara lainpembahasan
pnelitian ini berfokus pada akuntabilitas sektor
publik dan di panti asuhan sehingga tidak bisa
digeneralisasi untuk organisasi lainnya. Dengan
keterbatasan dan kekurangan yang ada peneliti
berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan,
penelitian lanjutan dapat dilakukan kepada
organisasi sosial lainnya seperti lembaga
swayada masyarakat, Palang Merah Indonesia,
atau panti asuhan yang memiliki tanggung
jawab pelaporan tetapi bukan kepada yayasan
untuk mengetahui mengevaluasi penerapan
akuntabilitas sektor publik yang telah di
terapkan. Bentuk penelitian lanjutan lainnya
juga dapat dilakukan kepada objek yang sama
tetapi dengan metode yang berbeda.
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